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ABSTRAK 

 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA 

KEPENGHULUAN KENCANA KECAMATAN BALAI JAYA 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

 

Devi Tri Rahmadani 

Program Studi Akuntansi 

Email : devitrirahmadani273@gmail.com 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan di Kantor 

Desa Kepenghuluan Kencana berdasarkan metode value for money. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa Laporan 

Realisasi APBDes di Kepenghuluan Kencana selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir dengan menggunakan value for money sebagai Indikator Kinerja 

keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam 

fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek 

tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  Kantor 

Desa Kepenghuluan Kencana jika diukur dari rasio ekonomis kurang ekonomis 

dikarenakan berada dibawah rata-rata nilai presentase yang telah ditetapkan yaitu 

100% keatas. Begitu juga jika diukur dengan rasio efisiensi berada pada kategori 

kurang efisien karena realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan 

pada setiap tahunnya. Selanjutnya jika diukur dengan rasio efektivitas tegolong 

kurang efektif dikarena berada di presentase 100% kebawah, hal ini disebabkan 

realisasi pendapatan yang ada pada Kepenghuluan Kencana belum sepenuhnya 

tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah 

desa belum bisa dikatakan baik. 

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, 

Efektivitas  
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTS IN KEPENGHULUAN KENCANA 

VILLAGE OFFICE, BALAI JAYA DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT 

 

Devi Tri Rahmadani 

Accounting Study Program 

Email : devitrirahmadani273@gmail.com 

 

The aim of this research is to find out the financial reports at the Kepenghuluan 

Kencana Village Office based on the value for money method. The data collection 

technique in this study is documentation in the form of APBDes Realization 

Reports at Kepenghuluan Kencana over the last 5 years using value for money as 

a financial performance indicator. This study uses a descriptive research 

approach. Descriptive research aims to describe a situation or object in actual 

fact, systematically and the characteristics of the subject and object are examined 

accurately, precisely and in accordance with the actual incident. Based on the 

results of the research and discussion, it can be concluded that the Kepenghuluan 

Kencana Village Office, when measured from an economic ratio, is less 

economical because it is below the average percentage value that has been set, 

which is 100% and above. Likewise, if measured by the efficiency ratio, it is in the 

less efficient category because the realization of expenditure is greater than the 

realization of income each year. Furthermore, if measured by the effectiveness 

ratio, it is classified as less effective because it is in the percentage of 100% and 

below, this is because the realization of existing income at Kepenghuluan 

Kencana has not been fully achieved so that what has been planned by the village 

government cannot be said to be good. 

 

Keywords: Financial Reports, Value For Money, Economical, Efficiency, 

Effectiveness  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di 

Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap 

nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa 

serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya 

tergantung pada cara mengelola keuangannya (Sinambela & Pohan, 2016). 

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk 

memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan 

harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat 

memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan 

mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah Negara bergantung kepada 

kemajuan Desa itu sendiri. Pada era globalisasi ini, seluruh masyarakat Indonesia 

tidak dapat disebut sebagai anggota masyarakat dunia, karena di mana Negara 

Indonesia memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 

paradigma dasar pemerintahan perlu diubah dari sistem lama yang sepenuhnya 

terpusat di mana pemerintah pusat fokus pada pembuatan kebijakan. Paradigma 

baru tersebut membutuhkan sistem yang dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan 

memungkinkan daerah untuk bersaing secara lokal, domestik, dan internasional. 
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Desa adalah badan kolektif dari semua kegiatan pemerintahan, termasuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. Pemerintah pusat juga mampu menciptakan pemerintahan dari 

program dana desa yang memungkinkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan 

dan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya serta mengelola infrastruktur 

berdasarkan prioritas anggaran yang diusulkan. 

Pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini mengatur manajemen 

dari keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Seperti yang kita pahami, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah 

pemilihan program atau kegiatan yang didahulukan dari pilihan kegiatan lain yang 

didanai oleh dana desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu rencana kegiatan pembangunan desa untuk 

periode tertentu. Dari 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa), 

yaitu penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun. APBDes itu sendiri merupakan 

pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai manajemen desa kepada 

masyarakat dan pemerintah berupa informasi dalam menggambarkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan desa berupa pelaksanaan 

rancangan program yang dibiayai dengan uang desa. Proses penganggaran akan 

dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun 
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perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa. Setiap 

desa akan diberi kebebasan oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajiban 

memenuhi harapan masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang 

dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik melewati Kepala desa 

(Lurah) sebagai pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. 

Menurut Maith (2013) Laporan keuangan merupakan salah satu informasi 

yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga 

digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, 

sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya 

disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan 

arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan 

dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik 

dapat dilakukan berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio. Analisis 

rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun 

terakhir dari berjalannya perusahaan. 

Laporan keuangan desa dibuat untuk memberikan informasi yang relevan 

tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh desa selama 

periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah desa terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran tertentu, 

menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah desa, dan 

menentukan kepatuhan terhadap peraturan yang di buat (Anggraini, 2015). 



4 
 

 

 

Menurut Mardiasmo (2018, hal 5) value for money merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama 

yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan input 

dengan input value dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan 

output dengan input berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara outcome (hasil) dengan output 

(keluaran). Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah 

berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, 

maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang diimbangi 

perkembangan kualitas sumber daya yang ada. Value for money dalam suatu 

organisasi dapat tercapai apabila dalam penggunaan biaya masukan (input) paling 

kecil untuk mencapai suatu keluaran (output) yang optimum dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada 

kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam 

pelaksanaan program-program yang telah ditentukan. Value for money diharapkan 

mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya. 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat 

dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu 

Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran 

pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi 

sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian 

kinerja (Sinambela et al., 2018). 



5 
 

 

 

Adapun gambar jumlah Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kepenghuluan 

Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018-2022 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Kepenghuluan Kencana Tahun 

 2018 – 2022 

 

Tahun Anggaran 

Pendapatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Anggaran 

Belanja 

Realisasi 

Belanja 

SILPA 

2018 1.645.871.657 1.269.913.033 1.622.378.938 1.184.798.714 61.621.600 

2019 1.998.402.719 1.441.371.627 1.893.803.378 1.310.073.831 220.941 

2020 1.789.008.409 1.485.933.756 1.933.849.225 1.607.015.839 1.000.000 

2021 1.918.171.491 1.614.096.838 1.864.367.521 1.464.589.147 315.550 

2022 1.688.405.138 1.344.749.934 1.750.536.167 1.403.227.063 1.896.100 

Sumber : Bendahara Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir. 

 

Berdasarkan jumlah Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Kepenghuluan 

Kencana  yang diterima tidaklah sama setiap tahunnya. Penerimaan Dana Desa di 

Kepenghuluan Kencana selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami naik 

turun yang diikuti dengan naik turunnya yang terjadi pada belanja desa. Dengan 

adanya peningkatan dan penurunan tersebut membuat anggaran tidak baik. Pada 

tahun 2020 dan 2022 belanja desa yang dimiliki kepenghuluan kencana melebihi 

dari jumlah pendapatan yang ada, ini berarti terjadinya defisit dalam anggaran 

belanja yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya Peningkatan 

dan penurunan pada anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena 

dana yang dialokasikan tidak semua dimanfaatkan oleh desa. Apabila pengelolaan 

dana desa efisien maka itu dapat dioptimalkan untuk membangun desa. 

Pemerintah wajib melakukan perencanaan dengan baik mengingat sumber daya 
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dan potensi pemerintah dalam penyelenggaran urusan wajib yang terbatas. 

Pada Kepenghuluan Kencana juga terdapat permasalah lain yaitu 

Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan 

anggaran, adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan, 

dan sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat continue. 

Adapun tabel pengukuran Value for Money dalam laporan Anggaran dan 

Realisasi Dana Desa di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana tahun 2018 – 2022 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Pengukuran Value For Money 

Rasio Ekonomis Efisiensi Efektivitas 

2018 73,02% 93,29% 77,15% 

2019 69,17% 90,89% 72,12% 

2020 83,09% 108% 83,05% 

2021 78,55% 90,73% 84,14% 

2022 80,15% 104% 79,64% 

Sumber : Laporan Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Tahun 2018 – 2022 

(diolah tahun 2023) 

 

Dapat dilihat pada tabel 1.2 persentase ekonomis keuangan desa pada 

Kepenghuluan Kencana tahun 2018-2022 dengan menggunakan konsep value for 

money yang di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (RAPBD), dimana rasio ekonomis diperoleh dari perbandingan realisasi 

belanja  dengan anggaran belanja. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio 

ekonomis selama 5 tahun berturut-turut dapat dikategorikan kurang ekonomis 

dikarenakan rasionya bernilai di bawah 100%, meskipun masih mengalami 
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peningkatan dan penurunan pada rasio ekonomis setiap tahunnya. 

Apabila dilihat dari segi efisiensi, dimana rasio efisiensi yang terdapat di 

Kepenghuluan Kencana kurang efisien di karenakan rasionya berada dibawah 

100%. Dimana pada tahun 2018 nilai rasio efisiensi yang diperoleh dari 

perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan senilai 93,29% dan 

pada tahun 2019 turun menjadi 90,89%, hal ini berarti biaya yang dikeluarkan 

pemerintah lebih kecil daripada pendapatan yang direalisasikan. Pada tahun 2020 

naik menjadi 108%, kemudian pada tahun 2021 turun lagi menjadi 90,73% dan 

pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 104%. Peningkatan Rasio 

efisiensi tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah belum mampu 

melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari peningkatan pendapatan yang 

diikuti dengan peningkatan belanja daerah. 

Dan apabila dilihat dari segi efektivitas, yang memperlihatkan 

perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan. Yang berarti 

bahwa dari tahun 2018-2022 rasio efektivitasnya kurang efektif, karena rasionya 

kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran pendapatan lebih kecil 

dibandingkan dengan target pendapatannya. Yang berarti masih terdapat 

kekurangan, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat  yang 

tak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ai Siti Farida & Raden Faisal 

Maulana Nugraha (2019) tentang Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang ditinjau dari (1) Rasio kemandirian 

menunjukkan Kabupaten Subang sangat mandiri, karena rata-ratanya 17,1%      
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(2) Rasio keserasian pemerintah Kabupaten Subang lebih mengutamakan belanja 

operasional daripada belanja modal. Besar beban usaha rata-rata 73,75%. 

Sedangkan untuk belanja modal rata-rata sebesar 21,75% (3) Rasio pertumbuhan 

keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah, karena rata-rata sebesar 

8,6% (4) Rasio efisiensi pendapatan asli daerah dapat dikatakan tidak efisien, 

karena rata-rata tingkat efisiensi 63,3% (5) Rasio efektivitas pendapatan asli 

daerah Kabupaten Subang sudah efektif, karena rata-rata efektivitas diatas 100% 

yaitu 113,8%.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurafifah et al (2022) tentang Analisis 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value 

For Money (Studi Kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021) disimpulkan 

bahwa hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten 

Nabire  belum  memenuhi  konsep  value  for  money  karena  rasio  ekonomi  

melebihi  100%  pada  tahun  2019  dan 2021 yang artinya realisasi belanja 

melebihi anggaran belanja. Tingkat efisiensi melebihi 100% di tahun 2019 artinya  

tidak  efisien yang  artinya  realisasi  belanja  melebihi  realisasi  pendapatan dan  

kurang  dari  100%  pada 2019-2020 yang artinya tidak efektif karena realisasi 

pendapatan di bawah anggaran pendapatan. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana yang 

merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha 

pertanian dan peternakan. Peneliti memilih objek penelitian ditempat tersebut 

karena akan meneliti mengenai pelaporan keuangan dana desa yang ada di 

Kepenghuluan Kencana, untuk mengetahui bagaimana pelaporan berdampak 
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terhadap kinerja keuangan karena semakin baiknya pelaporan keuangan dalam 

pengelolaan dana desa yang ada maka semakin transparan dan efisien dalam 

menekan laju pengeluarannya.  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah tersebut, maka judul penelitian yaitu “Analisis Laporan 

Keuangan Pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya 

Kabupaten Rokan Hilir". 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu : 

1. Terjadi peningkatan dan penurunan pada Rasio Ekonomis dalam setiap 

tahunnya. 

2. Terjadinya peningkatan Rasio Efisiensi pada pemerintah daerah dalam 

melakukan pembiayaan pemerintahannya. 

3. Terjadinya ketidakefektifan pada Rasio Efektivitas  

1.3 Batasan Masalah 
 

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih 

terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik 

beratkan pada “Laporan keuangan pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

dalam kurun waktu 5 tahun yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 – 2022 dengan menggunakan 

metode Value For Money yang terdiri dari Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi dan 

Rasio Efektivitas”.   
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1.4  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana analisis laporan keuangan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

pada tahun 2018-2022 dengan metode value for money ditinjau dari rasio 

ekonomis? 

2. Bagaimana analisis laporan keuangan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

pada tahun 2018-2022 dengan metode value for money ditinjau dari rasio 

efisiensi? 

3. Bagaimana analisis laporan keuangan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

pada tahun 2018-2022 dengan metode value for money ditinjau dari rasio 

efektivitas? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengukur dan mengetahui laporan keuangan di Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018-2022 dengan metode value for 

money yang ditinjua dari rasio ekonomis. 

2 Untuk mengukur dan mengetahui laporan keuangan di Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018-2022 dengan metode value for 

money yang ditinjua dari rasio efisiensi. 

3 Untuk mengukur dan mengetahui laporan keuangan di Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018-2022 dengan metode value for 

money yang ditinjua dari rasio efektivitas. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan suatu 

kinerja keuangan di pemerintah desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi umum dan 

bidang akuntansi keuangan desa secara khususnya, dimana penulis dapat 

melihat secara langsung praktik akuntansi keuangan desa yang diterapkan 

Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Bagi Desa 

Bagi Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 

hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk 

perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan 

desa.  

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan tentang ilmu 

pengetahuan sistem akuntansi keuangan daerah khususnya mahasiswa dan 

sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang mengadakan 

penelitian dalam bidang yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Uraian Teoritis 

2.1.1 Definisi Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 

(1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-

undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat 

sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis. 

Menurut Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 

bersifat istimewa” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Bastian (2014) menjabarkan pengertian desa menurut beberapa 

para ahli. Sutardjo Kartodikusumo “desa merupakan suatu kesatuan hukum 

dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintah sendiri. Sedangkan menurut S.D. Misra “desa adalah suatu kumpulan 

tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu”. 
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Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 

(6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa 

untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. Kemudian pada pasal 18 dikatakan bahwa Kewenangan desa meliputi 

kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

desa. Selain itu desa berkewajiban dalam memberikan kesejahteraan umum, 

memajukan perekonomian masyarakat di desa dan menjadikan masyarakat 

sebagai subyek pembangunan yang terlibat langsung dalam perencanaan 

pelaksanaan dan dalam memanfaatkan pembangunan. 

Mencermati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat 

dalam tiga institusi utama yaitu : 

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program 

pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembag legislatif desa yang menampung, 

menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam 

penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan 

kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodikasikan 

aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, 
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pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan 

pastisipasi dan semangat gotong royong warganya (Fitriyani, 2013). 

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan 

pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan yang sesuai dengan masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan 

akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat 

oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen 

dan kepada pihak perusahaan. Menurut Puspitaningtyas (2017) laporan keuangan 

tentu saja tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara 

efektif dan efisiensi, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja 

dan daya saing usaha (Dahrani et al., 2022). 

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses transaksi keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, sebagai laporan arus kas/laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. Bagi setiap perusahaan-perusahaan yang 
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publik diwajibkan memperoleh laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan 

laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manager untuk 

berkomunikasi dengan investor luar. Laporan ini digunakan untuk berbagai 

macam tujuan (Dahrani & Muhammad Basri, 2017). 

Menurut Munawir, S (2010) laporan keuangan adalah Suatu bentuk 

pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan 

perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, 

kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan 

perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan 

perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang 

menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 

Menurut Sukma, dkk. (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan sebuah media informasi yang mencatat, merangkum segala aktivitas  

perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada 

pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan  

manajemen perusahaan itu sendiri. 

2.1.2.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan sangat berperan penting dalam perusahaan untuk 

mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dan 

juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan posisi keuangan 

perusahaan. 

Menurut Diana & Setiawati (2017 hal 5) menyatakan  bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi  keuangan, serta 
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perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi  sejumlah besar 

pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan (Sukma, 2020)  

Menurut Kasmir dalam (Sari, 2017) menyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

Berdasarkan tujuan di atas, dengan disusunnya laporan keuangan suatu 

perusahaan akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan akan sangat berguna bagi pihak 
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internal maupun eksternal. Karena laporan tersebut akan memberikan informasi 

yang berhubungan dengan posisi keuangan suatu perusahaan. 

2.1.2.3  Sifat Laporan Keuangan  

Pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan 

kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku secara umum dan dalam penyusunan 

laporan keuangan didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri. 

Menurut Kasmir (2016), laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu : 

1. Bersifat Historis, merupakan laporan yang dibuat dan disusun dari data masa 

lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang, misalnya laporan 

keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua tahun kebelakang. 

2. Bersifat Menyeluruh, memiliki arti bahwa laporan keuangan harus dibuat 

selengkap mungkin. Artinya, disusun dengan standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengertian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat 

laporan keuangan disusun dari data masa lalu yang pembuatan dan 

penyususnan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2.1.2.4  Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2017 hal 11-17) mengemukakan keterbatasan laporan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), dimana 

data – data yang diambil dari masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 
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4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung 

kerugiannya. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi 

dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat 

formalnya. 

2.1.2.5  Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2019 : 28-30) secara umum ada lima macam jenis 

laporan keuangan yang biasa di susun yaitu : 

1 Neraca. 

Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. 

2 Laporan Laba Rugi. 

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam 

laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber 

pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan 

jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. 

3 Laporan Perubahan Modal. 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis 

modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. 
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4 Laporan Arus.  

Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap kas. 

5 Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang 

memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan 

penjelasan tertentu. 

2.1.2.6  Penggunaan Laporan Keuangan 

Menurut Rambe (2018 hal 54) menyatakan bahwa pemakai laporan 

keuangan dalam menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda, para pemakai tersebut dan beberapa 

kebutuhan dimaksud adalah : 

1. Investor  

Penanam modal berisiko dalam pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang 

saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan  

Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka bisa menilai kemampuan perusahaan 

dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 
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3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan 

pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditor Usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada 

saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman 

5. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berbeda dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. 
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2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

mengevaluasi dan mengetahui kondisi keuangannya. Selain itu analisis laporan 

keuangan juga akan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan. Dengan mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan 

suatu perusahaan, maka suatu perusahaan bisa menyusun perencanaan untuk 

tahun depan untuk meningkatkan kondisi keuangannya. 

Menurut Hanafi & Halim (2016 hal 5) menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin meningkatkan 

profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu 

perusahaan. 

Menurut Harahap (2018:189) “analisis laporan keuangan berarti 

menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Laporan  keuangan  desa  sangat  berbeda-beda  karena  setiap  entitas 

mempunyai aktivitas bisnis yang berbeda-beda pula. Laporan keuangan 

perusahaan dagang  berbeda  dengan  laporan  keuangan  pemerintah,  demikian  

juga  laporan keuangan yayasan dan seterusnya tanpa terkecuali laporan keuangan 

desa. Laporan keuangan desa harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami 

serta mudah dilaksanakan (Sululing et al., 2018). 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan tindakan dalam upaya memahami data informasi 

yang tercantum dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak 

berkepentingan dalam mengambil keputusan. 

2.1.3.1  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang disusun suatu perusahaan bertujuan 

ataupun bermanfaat untuk mempermudah mengetahui informasi keuangan agar 

mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkannya. Adapun tujuan laporan 

diantaranya adalah untuk menginformasikan jenis dan jumlah harta, 

menginformasikan jenis dan jumlah kewajiban.  

Menurut Kasmir (2015:68) ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai 

pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa 

tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 
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6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 

Menurut Harahap (2018, hal 195) “secara lengkap kegunaan analisis 

laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dalam suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirya dapat melahirkan modelmodel 

dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan 

(rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

7. Dapat menemukan peringkat (rating) perusahaan menurut criteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

priode sebelumnya atau dengan standar industry normal atau standar ideal. 
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9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan 

keuangan yaitu untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan, 

kelebihan yang dimiliki perusahaan, hal yang harus dilakukan untuk perbaikan-

perbaikan untuk meningkatkan posisi keuangan serta memprediksi potensi apa 

yang akan mungkin dialami suatu perusahaan. Selain itu juga dapat menunjukkan 

peringkat perusahaan dalam kriteria tertentu di dunia bisnis yang dapat 

membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain serta tindakan 

investasi, merger atau akuisisi perusahaan. 

2.1.3.2  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2016 hal 68) menyatakan dalam praktiknya, terdapat dua 

macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Analisis Vertikal (Statis) 

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan hanya dalam satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada 

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja 

dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. 

2. Analisis Horizontal (Dinamis) 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis 
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ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode 

yang lain. 

2.1.4 Value For Money 

2.1.4.1  Pengertian Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2018) value for money adalah konsep yang 

digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga 

komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi akan 

membandingkan input berupa masukan dengan input value dalam satuan moneter. 

Ekonomi sering juga disebut input yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas 

dengan menggunakan harga yang terendah. Elemen Efisiensi adalah output yang 

dicapai secara maksimal dengan input yang serendah mungkin dalam mencapai 

output tertentu. Secara sederhana, efisiensi adalah perbandingan output dengan 

input yang dihubungkan dengan target kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan 

efektivitas adalah tingkat hasil program yang dicapai berdasarkan target yang 

ditentukan. Efektivitas adalah membandingkan outcome dan output. 

2.1.4.2  Indikator Value For Money 

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai 

pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu 

indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. 

Menurut Mardiasmo (2018) Peran indikator kinerja adalah untuk 

menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal 

ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian 

program yang definitive. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian 

yaitu : 
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1. Indikator Alokasi Biaya (ekonomi dan efisiensi).  

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). 

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun 

eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator 

kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan 

perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. 

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan 

sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. 

Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku 

utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para 

manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi 

masalah yang penting. 
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2.1.4.3  Tujuan Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2018, hal 8) value for money dalam suatu organisasi 

dapat dicapai dengan penggunaan biaya input sekecil mungkin untuk pencapaian 

output secara optimum untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi. Prinsip 

akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep value 

for money. 

Adapun tujuan value for money yang dilakukan organisasi publik adalah :  

1 Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai 

sesuai sasaran. 

2 Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu. 

3 Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta 

terjadinya penghematan dalam menggunakan input. 

4 Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik. 

5 Meningkatkan pentingnya uang publik (public costs awareness) sebagai akar 

akuntabilitas publik dilaksanakan. 

2.1.4.4  Pengukuran Value For Money 

1. Pengukuran Ekonomis 

Pengukuran ekonomi merupakan perbandingan antara input dan input 

value. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan input value adalah 

realisasi anggaran. Menurut Mahmudi (2016, hal 21) ekonomi dikaitkan dengan 

input primer yang digunakan berupa anggaran dan kas termasuk input sekunder 

seperti tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal untuk dikonsumsi 

sesuai dengan kegiatan operasi suatu organisasi yang dilaksanakan. Ekonomi 

berkonsep yaitu penggunaan anggaran yang dihemat oleh suatu organisasi dalam 
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pemerolehan input. Elemen ekonomi akan mendasarkan pada pemerolehan 

sumber daya dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang rendah dalam 

pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang ditetapkan. 

Menurut Mardiasmo (2018, hal 165) ekonomi merupakan kegiatan 

pembelian barang serta jasa input pada tingkat kualitas tertentu dengan harga 

terbaik yang dimungkinkan (spending less). Dalam pengertian ekonomi sering 

disebut sebagai hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut 

meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak 

menimbulkan pemborosan.  

Dari penjelasan tersebut, secara sistematis pengukuran ekonomis dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

         
                 

                
       

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil 

perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis 

adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomi. 

Tabel 2.1 

Klarifikasi Pengukuran Ekonomis 

Persentase Pengukuran Kriteria 

100% - Keatas Sangat Ekomonis 

90% -100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% - 80% Kurang Ekonomis 

Kurang dari 60% Tidak Ekonomis 

Sumber: Mahmudi (2015:111) 
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2. Pengukuran Efisiensi 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan 

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu 

dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-

rendahnya. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya 

untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Rumus 

perhitungannya sebagai berikut : 

          
                 

                    
        

 

Menurut Mardiasmo (2018, hal 165) efisiensi mempunyai pengertian yang 

berkaitan dalam konsep produktivitas. Efisiensi dalam organisasi sektor publik 

diukur dengan membandingkan output atau keluaran yang dihasilkan dengan 

input yang digunakan (cost of output). Kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

organisasi akan dapat mencapai efisien apabila hasil yang dicapai dalam suatu 

program (output) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya 

dan dana yang serendah mungkin (spending well). Semakin besar keluaran yang 

dicapai dibandingkan masukan atau semakin rendah input yang digunakan untuk 

output, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam organisasi sektor publik. 

Perbaikan efisiensi organisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a Meningkatkan output dengan tingkatan input yang sama. 

b Pemerolehan output ditingkatkan berdasarkan proporsi yang lebih besar 

dibandingkan proporsi peningkatan input. 

c Menurunkan input dengan tingkat output yang sama. 
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d Menurunkan pemerolehan input pada proporsi yang lebih besar, daripada 

proporsi penurunan output.  

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil 

perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi 

adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi. 

Tabel 2.2 

Klarifikasi Pengukuran Efisiensi 

Persentase Pengukuran Kriteria 

100% - Keatas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien  

80% - 90% Cukup Efisien 

60% - 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber: Mahmudi (2015:111) 

 

 

3. Pengukuran Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat 

dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Mardiasmo (2018, hal 166) efektivitas didasarkan hubungan 

dalam mencapai tujuan atau hasil guna berupa target kebijakan. Efektivitas juga 

dapat dikatakan kaitannya antara output berupa keluaran dan tujuan serta sasaran 

yang perlu dicapai. Aktivitas operasional dalam organisasi disebut efektif apabila 

kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran akhir suatu kebijakan (spending 
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wisely). Organisasi sektor publik akan dapat melihat seberapa besar jangkauan 

yang akan diakibatkan serta dampak dari output program yang dihasilkan dalam 

mencapai tujuan dengan menerapkan pengukuran efektivitas. Jadi secara 

sistematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

            
                    

                 
        

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan 

formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas. 

Tabel 2.3 

Klarifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Pengukuran Kriteria 

100% - Keatas Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (2015:111) 

 

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan 

operasi dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget 

tergantung besar kecilnya operasional perusahaan. Untuk melaksanakan tugas di 

atas, tentu saja pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya 

dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan 

mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-

alternatif dan konsekwensi yang ada. Menurut Niswonger (2004) pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau 
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disebut penjualan, pengahasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa 

(Hanum Z, 2011). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya 

merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan 

yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam 

peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan 

adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah 

rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang 

dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip 

pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena 

itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang 

didalamnya (Titin, 2021). 

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) juga merupakan 

peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran 

desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, 

belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan 

APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa (Halim, 2015). 

Pemerintah desa wajib membuat APBDes, karena melalui APBDes 

kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah 

ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa 

pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun 

berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat 
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dilaksanakan. Tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa 

tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes 

merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk 

mendukung kebutuhan program pembangunan desa. 

Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:  

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya 

danpartisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. 

2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa. 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling 

sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. 

4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.  

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan 

pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan 

desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan pos prasarana 

sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, 
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pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos 

pengeluaran tak terduga (Mahsun, 2006). 

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. 

Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris 

Daerah, selanjutnya disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan APBDes 

ini dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan desa. Pengawasan APBDes ini secara formal dilakukan oleh 

BPD, namun masyarakat luas pun dapat melakukan pengawasan sebagaimana 

dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2.1.5.1  Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan 

pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah 

dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi 

pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan (Sumpeno, 2011 : 213). 

Manfaat penyusunan APBDes diantaranya : 

1. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi 

operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana 

pendukung.  

2. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan 

kepada masyarakat secara proporsional. 

3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar 

pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain. 
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4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan 

administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus 

sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

pemerintah desa. 

6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap 

tahun anggaran. 

7. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

mewujudkan good governance. 

8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan 

pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kepenghuluan Kencana 

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang mana penelitian ini juga 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat, waktu dan 

pembahasan yang sedikit berbeda yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti/Tahun 

Jurnal/Judul Pendekatan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Sululing., 

(2018) 

Analisis Laporan 

Keuangan Desa 

di Kabupaten 

Banggai Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Tahun 2010-

2015. 

Analisis 

Kuantitatif,  

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah akuntansi 

keuangan desa, 

yang dimulai dari 

transaksi 

pencatatan 

transaksi, 

penggolongan, 

posting ke buku 

Hasil penelitian adalah 

setiap transaksi keuangan 

desa yang terjadi harus 

dicatat dengan 

menggunakan buku kas 

umum, buku kas harian 

pembantu, buku bank, 

buku pajak, buku 

inventaris desa, buku 

persediaan, buku modal, 

buku piutang, dan buku 

hutang dengan benar dan 
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besar, neraca saldo, 

ayat jurnal 

penyesuaian dan 

laporan keuangan 

desa 

seimbang, sehingga 

menghasilkan laporan 

keuangan desa yang terdiri 

dari dari laporan, laporan 

realisasi anggaran, laporan 

kekayaan milik desa awal, 

neraca desa dan catatan 

atas laporan keuangan. 

2. Kusmadani 

(2021) 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Desa 

Kaliwungu 

Kecamatan 

Kaliwungu 

Kabupaten 

Semarang Tahun 

2021 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil  penelitian  ini  

menunjukkan  bahwa  

pengelolaan  keuangan 

desa  Kaliwungu  

Kabupaten  Semarang  

sudahsesuai  dengan  

PERMENDEGARI  

No.113  tahun 2014 serta 

komponen penyusunan 

laporan keuangan di Desa 

Kaliwungu Kecamatan 

Kaliwungu tahun  2021  

yaitu  Laporan  Realisasi  

Anggaran,  Laporan  

Operasional,  Laporan  

Perubahan Ekuitas,  

Neraca,  dan  Catatan  Atas  

Laporan  Keuangan,  

sehingga  penyajiannya  

sudah  sesusai dengan PP 

No /2010 

3. (Nurafifah et 

al., 2022) 

Analisis 

Pengukuran 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah Dengan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Value For Money 

(Studi Kasus 

pada Kabupaten 

Nabire Tahun 

2019-2021)  

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa 

kinerja pemerintah 

kabupaten  

Nabire  belum  memenuhi  

konsep  value  for  money  

karena  rasio  ekonomi  

melebihi  100%  pada  

tahun  2019  dan 2021 

yang artinya realisasi 

belanja melebihi anggaran 

belanja. Tingkat efisiensi 

melebihi 100% di tahun 

2019 artinya  tidak  efisien 

yang  artinya  realisasi  

belanja  melebihi  realisasi  

pendapatan dan  kurang  

dari  100%  pada 2019-

2020 yang artinya tidak 

efektif karena realisasi 

pendapatan di bawah 

anggaran pendapatan. 

4. Anggraini 

(2015) 

Pencatatan dan 

Pelaporan 

Keuangan Pada 

Satuan Kerja 

Deskriptif Hasil penelitian 

menunjukkan Pencatatan 

dan penyusunan Laporan 

Keuangan pada Dinas 
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Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kota 

Pariaman (Studi 

Kasus pada 

Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan 

Perdagangan). 

Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan telah 

sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 

13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan 

Daerah 

 

5. Ai Siti Farida 

& Raden Faisal 

Maulana 

Nugraha 

(2019) 

Analisis Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Subang 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten 

Subang ditinjau dari (1) 

Rasio kemandirian 

menunjukkan Kabupaten 

Subang sangat mandiri, 

karena rata-ratanya 17,1% 

(2) Rasio keserasian 

pemerintah Kabupaten 

Subang lebih 

mengutamakan belanja 

operasional daripada 

belanja modal. Besar beban 

usaha rata-rata 73,75%. 

Sedangkan untuk belanja 

modal rata-rata sebesar 

21,75% (3) Rasio 

pertumbuhan keuangan 

daerah dapat dikatakan 

masih sangat rendah, 

karena rata-rata sebesar 

8,6% (4) Rasio efisiensi 

pendapatan asli daerah 

dapat dikatakan tidak 

efisien, karena rata-rata 

tingkat efisiensi 63,3% (5) 

Rasio efektivitas 

pendapatan asli daerah 

Kabupaten Subang sudah 

efektif, karena rata-rata 

efektivitas diatas 100% 

yaitu 113,8%. Kata Kunci: 

Kinerja Keuangan Daerah, 

Rasio Kemandirian, Rasio 

Harmoni, Rasio 

Pertumbuhan, Rasio 

Efisiensi PAD, Rasio 

Efektivitas PAD. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Lesmana et al (2020 hal 142) menyatakan bahwa kerangka  konseptual 

dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini  disebabkan 

struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi  yang 

didasarkan pada proses penalaran logis. Teori merupakan proses pemikiran 

menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi 

dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. 

Kemampuan pemerintah daerah khususnya di Kepenghuluan Kencana 

dalam mengelola keuangan termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran yang 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasi dan 

pemakaian sumber daya keuangan. Laporan realisasi anggaran dan belanja desa 

(APBDes) adalah laporan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu 

periode pelaporan. Pada penelitian ini peneliti akan menerapkan metode 

pendekatan value for money. 

Dari laporan keuangan perusahaan, kita dapat memperoleh informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas perusahaan dan informasi 

yang berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan 

untuk menganalisis Value for Money adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Kepenghuluan Kencana pada tahun 

2018-2022. Laporan ini digunakan untuk menghitung rasio Ekonomis, Efisien,  

dan Efektivitas kinerja dalam pelaporan keuangan. 

Rasio ekonomi adalah pengukuran yang dilakukan dengan 

membandingkan antara input dan inpuut value. Input dalam hal ini adalah target 
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anggaran, sedangkan input value adalah realisasi anggaran. Efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu 

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya 

dan dana yang serendah-rendahnya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu 

program dengan target yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. 

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah dikemukakan 

diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana 

Laporan Keuangan Realisasi 

APBDes Tahun 2018-2022 

Pengukuran Value For 

Money 

Efisiensi Ekonomis Efektivitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Menurut (Ritonga, 2022) penelitian deskriptif yaitu 

mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan 

dan menganalisisnya sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek 

yang diteliti. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti mencoba menganalisis  

mengenai pelaporan keuangan yang ada pada Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana. 

3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan bagian mengoperasionalisasikan variabel-

variabel ke dalam suatu pengukuran (measurement), baik variabel non-numeric 

(kualitatif) atau variabel numeric (kuantitatif). Definisi operasional menurut 

Sugiyono (2017) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian di tarik kesimpulanya. Definisi operasional ini sangat diperlukan untuk 

menentukan jenis dan indikator dari varibel yang terkait dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses 

akuntansi yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan posisi keuangan, catatan laporan lain yang disusun dengan tujuan untuk 
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penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan. Indikator Laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan 

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022. 

3.2.2 Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2018) value for money adalah konsep yang 

digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga 

komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi akan 

membandingkan input berupa masukan dengan input value dalam satuan moneter. 

Ekonomi sering juga disebut input yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas 

dengan menggunakan harga yang terendah. Elemen Efisiensi adalah output yang 

dicapai secara maksimal dengan input yang serendah mungkin dalam mencapai 

output tertentu. Secara sederhana, efisiensi adalah perbandingan output dengan 

input yang dihubungkan dengan target kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan 

efektivitas adalah tingkat hasil program yang dicapai berdasarkan target yang 

ditentukan. Efektivitas adalah membandingkan outcome dan output. 

Salah satu tuntutan hidup terhadap organisasi sektor publik adalah adanya 

perhatian terhadap value for money dalam aktivitas organisasi sector publik. Value 

For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 

(Ritonga P, 2021 hal 32). 

Value For Money yang meliputi penilaian ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas, diukur dengan persentasi rasio tertentu, jika diperoleh nilai rasio 
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kurang dari 100% (x <100%) berarti menunjukan rasio yang diharapkan, jika 

diperoleh nilai sama dengan 100% (x =100%) berarti berimbang, dan jika 

diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) menunjukkan kondisi yang tidak 

diharapkan (Hadi, 2010). 

a Rasio Ekonomi yaitu hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan, 

ekonomi merupakan ukuran relatif. Ekonomi merupakan perbandingan antara 

input dan input value. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan 

input value adalah realisasi anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu 

kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada 

target anggaran dan dapat mencapai output sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, secara matematis pengukuran ekonomi 

dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

        
                

               
       

b Rasio Efisiensi yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Pemerintah daerah dapat dikatakan efisiensi apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Apabila rasio yang diperoleh 

semakin sedikit maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun 

rumus dari rasio efisien yaitu: 

          
                

                    
       

c Rasio Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang 

telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor 
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publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi  tersebut dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Jadi secara sistematis, efektivitas dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

            
                     

                 
       

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai 

Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Adapun jadwal bagi penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dimulai 

pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai dengan perincian tabel sebagai 

berikut :  

Tabel 3.1 

Rencana Jadwal Penelitian 

No Aktivitas Penelitian Waktu 

1 Pengajuan Judul 7 Januari 2023 

2 Penyusunan Proposal 9 Januari- 1 Februari 2023 

3 Bimbingan Proposal  2 Februari – 24 Mei 2023 

4 Seminar Proposal 15 Juni 2023 

5 Pengumpulan Data 17 Juni – 24 Juni 2023 

6 Pengelolaan Data  & Analisis Data 26 Juni – 6 Juli  2023 

7 Penyusunan Skripsi 7 Juli – 17 Juli 2023 

8 Bimbingan Skripsi 19 Juli – 20 Agustus 2023 

9 Sidang Meja Hijau 28 Agustus 2023 
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3.4  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian menggunakan data yang berasal dari dokumen 

laporan Keuangan Realisasi pelaksanaan APBDes di Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana tahun 2018-2022. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2019 hal 193) data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan 

dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan 

literatur. Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018-2022 

pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik 

dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki pemerintah desa. 

Teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen ataupun 

berbentuk foto yang diperlukan sebagai bahan informasi serta membuat fotocopy 

atau pencatatan dari arsip resmi yang dimiliki pemerintah desa yang sesuai 

dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

mengambil data dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

tahun 2018-2022. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif, yaitu yang 

dilakukan dengan cara menganalisis, menggambarkan, serta menjelaskan data 

yang diperoleh mengenai perusahaan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang 

digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian 

seperti data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) tahun 2018-2022. 

2. Melakukan analisis kinerja pada laporan keuangan di Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana dengan menggunakan metode Value For Money 

tahun 2018-2022. 

3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

  



 

46 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Data 

4.1.1.1   Gambaran Umum Kepenghuluan Kencana 

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi 

Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan 

wilayah kepulauan. Terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rrokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 dengan Ibu Kota Bagan 

siapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai daerah penghasil 

ikan terbesar di Indonesia, dan pernah tercatat sebagai daerah penghasil ikan 

terbesar kedua di dunia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten 

Bengkalis. Sepanjang perjalanannya Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepala daerah atau bupati, mulai dari H. Wan Thamrin 

Hasyim, H. Annas Maamun, hingga H. Suyatno yang masih menjabat sampai 

sekarang. Kabupaten Rokan Hilir berkembang dengan sangat pesat dibandingkan 

dengan sejak awal berdirinya. Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 18 kecamatan, 

dan terbagi lagi atas 83 Kelurahan/Desa atau di Kabupaten Rokan Hilir yang 

disebut dengan istilah Kepenghuluan.  
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Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah tropis dengan temperatur 

maksimum 31’C – 32’C yang mempunyai luas wilayah ± 8.881,59 km² atau 

888.159 ha, terletak pada koordinat 101’21 BT. Kabupaten ini berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara  : Selat Malaka 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu 

 Sebelah Barat  : Provinsi Sumatra Utara 

 Sebelah Timur  : Kota Dumai 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hilir 

 

Kepenghuluan Kencana merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Pada 

tahun 1987 Kepenghuluan Kencana hanya merupakan Unit Pemukiman 

Transmigrasi yang luas 832 Ha, pada tahun 1988 menjadi dusun Riau yang 

merupakan wilayah dari Desa Pasir Putih Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis 

dan pada tahun 1989  menjadi  Desa Persiapan Kencana  dengan luas wilayah 

menjadi  956 Ha dengan jumlah penduduknya meliputi 2097 jiwa. Kepenghuluan  

Kencana terdiri dari dua dusun yaitu dusun Karya Mulya dan Dusun Karya 
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Mukthi. Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan ekonomi, maka 

pada tahun 1996 menjadi  Desa Definitif dengan  Kepala Desa  Bapak Tulus 

Sucipto dan menjadi bagian dari Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. 

Kepenghuluan Kencana sejak menjadi Kepenghuluan persiapan hingga 

sekarang ini telah di pimpin oleh beberapa penghulu yaitu : 

1 P. Harahap ( Pjs )  => Thn 1987 - 1992 

2 Tulus Sucipto  => Thn 1992 - 2001 

3 Wasi Sukiman  => Thn 2001 - 2004 

4 Jasrianto, S.Sos  => Thn 2004 - 2005 

5 Junadi   => Thn 2005 - 2017 

6 Agus Suparman ( Pjs ) => Thn 2017 - 2018 

7 Edi Saputra, SH.I  => Thn 2018 - sekarang 

 Sedangkan secara administratif Kepenghuluan Kencana berbatasan 

dengan: 

 Sebelah Utara   : PT. Kura 

 Sebelah Selatan  : Kebun Ivomas 

 Sebelah Barat  : Jaya Agung 

 Sebelah Timur  : Pasir Putih 

4.1.1.2  Visi dan Misi Kantor Desa 

Visi merupakan cita-cita atau gambaran tujuan untuk dicapai oleh 

organisasi di masa depan. Visi yang hendak dicapai harus mempunyai rancangan 

dengan berdasar pada prinsip yang baik bagi masyarakat.  

Misi adalah berkaitan dengan apa yang akan dilakukan organisasi untuk 

mewujudkan tujuan di masa mendatang atau visi. Misi berlandaskan pada strategi 

atau usaha yang digunakan untuk menggapai cita-cita (visi).  
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Visi dan Misi organisasi berguna dalam organisasi yaitu dapat 

menginspirasi pekerja untuk bekerja lebih fokus mencapai tujuan, sebagai 

panduan dalam mengambil keputusan organisasi serta dapat menciptakan 

hubungan yang baik dengan masyarakat. 

Adapun visi di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana untuk mencapai 

tujuan di masa depan adalah “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

dan Bersih Guna Mewujudkan Kepenghuluan Kecana yang Adil, Makmur, 

Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Rasa Persatuan dan Berajas Gotong Royong”. 

Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah : 

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, demokratis serta terbebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelanggaraan 

lainnya. 

2. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tahap 

kehidupan yang lebih baik dan berpedidikan. 

3. Bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Desa, lembaga keagaman 

dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat yang meliputi bidang : Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, 

Olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. 

4. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di Kepenghuluuan 

Kencana seperti : BPKep, PKK, Taruna, Koni, PAUD, TK, PDT, LPMD dan 

lembaga lainnya. 

Dengan adanya visi dan misi tersebut menunjukan bahwa Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. 

Menurut Mardiasmo (2013), sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang 
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mencakup tujuan dan penyusunan program serta tolak ukur kinerja sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 

Tahap perencanaan dalam mempersiapkan anggaran sangan penting 

dilakukan, karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber 

daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak 

terbatas. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep 

Value For Money atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini cenderung 

menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya 

arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan dan 

cenderung boros (over spending). Value For Money merupakan inti dalam 

pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengembangan indikator kinerja 

berpusat pada 3 rasio. (1) Ekonomis yang artinya hemat dan cermat dalam 

pengadaan dan alokasi sumber daya, (2) Efisien yang artinya berdaya guna dalam 

penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. (3) Efektivitas 

yang artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

4.2 Analisis Data 

1. Rasio Ekonomis 

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya 

(Input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (Spending Less) atau harga 

yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan 

input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pada pengukuran tingkat 

ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan suatu organisasi untuk melakukan 

suatu pelayanan kepada publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan 

dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran 
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belanja daerah sehingga mendapat persentase tingkat pencapaiannya. 

Dalam mengukur tingkat ekonomis pada Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

               
                 

                
       

           
               

               
        

= 73,02% 

           
               

               
       

= 69,17% 

           
               

               
       

= 83.09% 

           
               

               
       

= 78,55% 

           
               

               
       

= 80,15% 

Tabel 4.1 

Rasio Ekonomis Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

Tahun Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Ekonomis Kategori 

2018 1.622.378.938 1.184.798.714 73,02% Kurang Ekonomis 

2019 1.893.803.378 1.310.073.831 69,17% Kurang Ekonomis 

2020 1.933.849.225 1.607.015.839 83,09% Cukup Ekonomis 

2021 1.864.367.521 1.464.589.147 78,55% Kurang Ekonomis 

2022 1.750.536.167 1.403.227.063 80,15% Cukup Ekonomis 

Sumber : APBDes Kepenghuluan Kencana (data diolah 2023) 
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2. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kegiatan operasional yang 

dilakukan bisa dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai sesuai 

target yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang 

seminimum mungkin. Akan tetapi dengan adanya sisa anggaran belanja yang 

telah ditetapkan dapat menunjukkan bahwa suatu organisasi masih belum 

merealisasikan semua program yang telah direncanakan. 

Dalam mengukur tingkat efisiensi pada Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

                
                 

                    
        

           
              

             
        

= 93,29% 

           
              

             
        

= 90,89% 

           
              

             
        

= 108% 

           
              

             
        

= 90,73% 

           
              

             
        

= 104% 
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Tabel 4.2 

Rasio Efisiensi Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi Kategori 

2018 1.184.798.714 1.269.913.033 93,29% Kurang Efisien 

2019 1.310.073.831 1.441.371.627 90,89% Kurang Efisien 

2020 1.607.015.839 1.485.933.756 108% Tidak Efisien 

2021 1.464.589.147 1.614.096.838 90,73% Kurang Efisien 

2022 1.403.227.063 1.344.749.934 104% Tidak Efisien 

Sumber : APBDes Kepenghuluan Kencana (data diolah 2023) 

 

3. Rasio Efektivitas 

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, 

program, atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. 

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif organisasi, program, atau kegiatan.  

Dalam mengukur tingkat efektivitas pada Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

                  
                    

                 
        

           
             

             
        

= 77,15% 

           
             

             
        

= 72,15% 

           
             

             
        

= 83,05% 
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= 84,14% 

           
             

             
        

= 79,64% 

Tabel 4.3 

Rasio Efektivitas Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Rasio Efektivitas Kategori 

2018 1.269.913.033 1.645.871.657 77,15% Kurang Efektif 

2019 1.441.371.627 1.998.402.719 72,12% Kurang Efektif 

2020 1.485.933.756 1.789.008.409 83,05% Cukup Efektif 

2021 1.614.096.838 1.918.171.491 84,14% Cukup Efektif 

2022 1.344.749.934 1.688.405.138 79,64% Kurang Efektif 

Sumber : APBDes Kepenghuluan Kencana (data diolah 2023) 

 

4.3  Pembahasan  

1 Rasio Ekonomis 

Dilihat dari tabel 4.1 pada rasio ekonomis di Kantor Desa Kepenghulan 

Kencana yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu untuk rasio 

ekonomis tahun 2018 pada rasio perhitungannya sebesar 73,02% dengan kriteria 

kurang ekonomis karena  berada diantara 60% - 80%, hal ini menunjukkan bahwa 

pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana menunjukan kinerja yang kurang baik, 

dan dalam pengelolaan anggaran pemerintah desa belum sepenuhnya 

merealisasikan anggarannya untuk program atau kegiatan yang ingin dicapai. 

Pada tingkat pencapaian ditahun 2019 sebesar 69,17% dengan kriteria 

kurang ekonomis karena berada diantara 60% - 80%, hal ini berarti rasio 

ekonomis pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,85% dari tahun 2018. 
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Hal ini berarti pada Pemerintah Kepenghuluan Kencana belum dapat 

meminimalisir sumber daya yang digunakan, dan belum dapat menghindari 

pengeluaran yang boros. 

Pada tahun 2020 perhitungan rasio ekonomis sebesar 83,09% sehingga 

termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% - 90%. 

Artinya rasio ekonomis di tahun 2020 mengalami  kenaikan sebesar 13,92%. Hal 

ini menunjukkan pada pelaksanaan anggaran pemerintah di Kepenghuluan 

Kencana belum mampu melakukan penghematan dalam merealisasikan anggaran 

dalam melaksanakan program-program atau kegiatan yang hendak dicapai.  

Pada tahun 2021 perhitungan rasio ekonomis sebesar 78,55% termasuk 

dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% - 80%, ini berarti 

pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 4,54% dari tahun 

sebelumnya. Hal ini menujukan bahwa pada kinerja Pemerintah Kepenghuluan 

Kencana kurang baik, karena pada tahun 2021 tersebut belum memenuhi kategori 

ekonomis yaitu pada penghematan anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. 

Persentase ekonomis diatas 100% berarti Pemerintah Kepenghuluan Kencana 

telah mengeluarkan dana lebih dari anggaran yang ditetapkan. 

Pada tahun 2022 perhitungan rasio ekonomis sebesar 80,15% sehingga 

termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% - 90%. 

Yang artinya rasio ekonomis ditahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,6%, 

namun walaupun terjadi peningkatan masih berada dalam kategori cukup 

ekonomis. Dalam perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja Pemerintah 

Kepenghuluan Kencana adalah kurang baik karena pada tahun 2022 belum 

memenuhi kategori ekonomis yaitu penghematan anggaran dalam melaksanakan 
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kegiatannya. Pada rasio ekonomis sering disebut juga penghematan yang 

mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat 

guna. Dengan semangkin besar persentase ekonomis, maka kinerja keuangan 

suatu perusahaan akan semangkin baik Mahsun (2016). 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat 

rasio ekonomis di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana dapat dilihat dalam grafik 

sebagai berikut :  

Gambar Grafik 4.2 

Rasio Ekonomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Rasio Efisiensi 

Dilihat dari tabel 4.2 untuk rasio efisiensi di Kantor Desa Kepenghulan 

Kencana yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu untuk tingkat 

efisien pada rasio efisiensi tahun 2018 rasio perhitungannya yaitu sebesar 93,29% 

sehingga berada pada kategori kurang efisien karena berada dibawah 100%, hal 

ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum mampu menggunakan sumber 

73,02% 
69,17% 

83,09% 
78,55% 80,15% 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rasio Ekonomis 

Rasio Ekonomis 
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daya yang diperlukan dengan seminimum mungkin untuk mencapai target yang 

maksimum. 

Pada tingkat pencapaian ditahun 2019 perhitungan rasio efisiensi sebesar 

90,89% termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada antara 90% - 

100%, ini berarti pada rasio efisiensi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 

2,4% dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan yaitu dalam pelaksanaan anggaran 

belanja belum cukup baik untuk memenuhi syarat efisiensi dengan melakukan 

penghematan dana untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun hal ini perlu 

diambil langkah agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik guna 

mensejahterakan masyarakat. 

Pada tahun 2020 perhitungan rasio efisiensi sebesar 108% sehingga berada 

dalam kategori tidak efisien karena rasionya lebih dari 100%. Ini menandakan 

bahwa belanja daerah di Kepenghuluan Kencana telah melebihi anggaran yang 

tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang. 

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai 

dengan target yang ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang 

dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi 

anggaran pendapatan yang diterima. 

Pada tahun 2021 perhitungan rasio efisiensi sebesar 90,73% dengan 

kriteria kurang efisien karena berada diantara 90% - 100%, ini berarti pada tahun 

2021 kembali mengalami penurunan sebesar 17,27% dari tahun sebelumnya. Hal 

ini dapat menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat menunjukan 

kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah 

dikeluarkan, yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus. 

73,02% 
69,17% 

83,09% 
78,55% 80,15% 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rasio Ekonomis 
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Pada tahun 2022 perhitungan rasio efisiensi sebesar 104% sehingga berada 

dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Pada tahun 2022 ini juga 

menandakan bahwa belanja daerah di Kepenghuluan Kencana telah melebihi 

anggaran yang sudah tersedia sehingga pada pengeluaran belanja tersebut dibiayai 

dengan pinjaman/hutang. Dapat di katakan efisien apabila rasio yang dicapai 

kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya 

semakin efisien. 

Analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi di 

Kantor Desa Kepenghuluan Kencana dari tahun 2018 sampai 2022 yang dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

Gambar Grafik 4.3 
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3. Rasio Efektivitas  

Berdasarkan tabel 4.3 rasio efektivitas di Kantor Desa Kepenghuluan 

Kencana selama 5 tahun terakhir yaitu untuk tingkat efektif pada rasio efektivitas 
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tahun 2018 rasio perhitungannya yaitu sebesar 77,15% sehingga termasuk dalam 

kategori kurang efektif karena berada diantara 60% - 80%. Hal ini disebabkan 

karena penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. 

Sehingga dapat mencerminkan bahwa dalam menetapkan target pada Pemerintah 

di Kepenghuluan Kencana belum memperhatikan potensi yang ada dan masih 

belum bisa diprediksi realisasi yang akan dicapai. 

Pada tahun 2019 perhitungan rasio efektivitas sebesar 72,12% sehingga 

termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% - 80%, pada 

rasio efektivitas tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,03% dari tahun 2018, 

hal ini dapat mengartikan bahwa pada Pemerintah Kepenghuluan Kencana dalam 

menentukan target pendapatannya belum sesuai, dan belum mampu 

merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan. 

Pada tahun 2020 perhitungan rasio efektivitas sebesar 83,05% sehingga 

termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% - 90%. Artinya 

rasio efektivitas di tahun 2020 mengalami  kenaikan sebesar 10,95%. Hal ini 

berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah 

Kepenghuluan Kencana belum sempurna dan belum sesuai dengan yang 

diinginkan. Dan pada pencapaian target Dana Desa yang ada menunjukan bahwa 

belum efektif, karena Realisasi Dana Desa yang ada di Kepenghuluan Kencana 

sudah baik jika dibandingkan dengan Anggaran Dana Desa. 

Pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 84,14% sehingga termasuk 

dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% - 90%, pada tahun 2021 

ini sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,09%. Ini 

menunjukkan bahwa program/kegiatan yang telah diprogramkan tidak 
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sepenuhnya terealisasi dengan yang diharapkan. 

Pada tahun 2022 perhitungan rasio efektivitas sebesar 79,64% sehingga 

termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% - 80%, hal ini 

berarti pada rasio efektivitas tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 

4,5% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatannya lebih kecil 

dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Artinya, tingkat pencapaian hasil 

program terhadap tujuan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik. Ini terbukti 

dengan masih adanya kekurangan, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan 

untuk masyarakat tak dapat direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). 

Analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efektivitas di 

Kantor Desa Kepenghuluan Kencana dari tahun 2018 sampai 2022 yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar Grafik 4.4 
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Rasio efektivitas pada Kepenghuluan Kencana dari tahun 2018-2022 terus 

mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah belanja desa setiap 

tahunnya. Melalui rasio efektivitas ini kita dapat diketahui seberapa besar realisasi 

belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan oleh pemerintah yang ada 

di Kepenghuluan Kencana yang seharusnya dapat dicapai oleh periode tertentu. 

Melalui rasio efektivitas ini kita dapat mengetahui seberapa besar realisasi 

pendapatan terhadap target yang seharusnya dicapai oleh periode tertentu, dengan 

dilakukannya penargetan atas realisasi pendapatan ini diharapkan dapat 

mendorong kinerja pemerintah desa di Kepenghuluan Kencana dalam mencapai 

penerimaan pendapatan yang tinggi.  

Pengukuran kinerja keuangan yang ada pada Kepenghuluan Kencana 

dengan menggunakan metode value for money masih termasuk kedalam kategori 

kurang efektif karena berada di persentase 100% kebawah,  ini menunjukkan 

bahwa realisasi pendapatan yang ada di Kepenghuluan Kencana belum 

sepenuhnya tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh 

pemerintah desa belum bisa dikatakan baik. 

Berdasarkan penelitian oleh (Nurafifah et al., 2022) yang berjudul Analisis 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value 

For Money (Studi Kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)  menyatakan 

bahwa ketika sebuah perusahaan memiliki nilai yang tidak memenuhi kriteria 

ekonomis yang dikarenakan realisasi belanjanya melebihi anggaran belanja, maka 

sebaiknya perusahaan mengurangi biaya yang tidak perlu. Ekonomi sering disebut 

juga kehematan yang mencakup pengelolaan secara berhati-hati atau cermat dan 

tidak ada pemborosan. Dan jika rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisiensi 
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dikarenakan realisasi  belanja  melebihi  realisasi  pendapatan dan  kurang  dari  

100%, sebaiknya perusahaan dalam penggunaan  sumber  daya  dapat 

diminimalkan  dan  hasilnya dapat dimaksimalkan. Agar dalam menekankan biaya 

untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan dapat meningkatkan belanja 

modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah. Selanjutnya jika rasio efektivitas tidak memenuhi kriteria 

efektivitasnya yang disebabkan oleh realisasi pendapatannya di bawah atau lebih 

kecil dari anggaran pendapatan, maka sebaiknya perusahaan dalam meningkatkan 

rasio efektivitasnya tidak hanya menyatakan  berapa  biaya  yang harus di  

keluarkan  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Kantor Desa 

Kepenghuluan Kencana, melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan 

metode value for money yang meliputi Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi dan Rasio 

Efektivitas yang dilakukan dengan penelitian dari tahun 2018 sampai dengan 

2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari nilai rasio ekonomis pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang ekonomis, yaitu 

sebesar 73,02%, 69,17%, 83,09%, 78,55%, 80,15% karena berada dibawah 

rata-rata nilai presentase yang telah ditetapkan yaitu 100% keatas. Hal ini 

dikarenakan dalam pengelolaan anggaran pemerintah desa belum sepenuhnya 

merealisasikan anggarannya untuk program/kegiatan yang ingin dicapai, dan 

belum dapat menghindari pengeluaran yang boros. 

2. Dilihat dari nilai rasio efisiensi pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang efisien, karena 

setiap tahunnnya realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan, 

hal ini menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat 

menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja 

yang telah dikeluarkan, yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara 

terus menerus. Karena, suatu organisasi akan di katakan efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka 

kinerjanya semakin efisien. 
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3. Dilihat dari nilai rasio efektivitas pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana 

tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang efektif, karena 

berada di presentase 100% kebawah. Ini menunjukkan bahwa realisasi 

pendapatan yang ada pada Kepenghuluan Kencana belum sepenuhnya 

tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh 

pemerintah desa belum bisa dikatakan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Desa Kepenghuluan Kencana. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa 

yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif ditahun anggran yang akan datang 

maka pemerintah desa di Kepenghuluan Kencana agar lebih fokus lagi dalam 

memperbaiki kinerja keuangannya sehingga dalam proses pelaksanaan tahun 

anggaran belanja dapat berjalan baik dan benar sagar dapat meminimalkan 

anggaran yang bersisa dan memaksimalkan realisasi anggaran belanja yang 

telah ditetapkan agar sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah lagi variabel dan 

teknis analisis datanya, selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada 

salah satu desa yaitu di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan 

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Diharapkan pada penelitian selanjutnya 

dapat melakukan penelitian tidak hanya di satu desa saja, tetapi dilingkup 

yang lebih luas dari penelitian ini.   
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